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KAJIAN TEORI

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi

menjadi tiga bagian besar, yaitu :

1. Produk penyaluran dana (financing),

2. Produk penghimpun dana (funding), dan
3. Produk jasa (service).!

Produk penyaluran dana pada perbankan syariah meliputi:

1. Murabahah (al-bay’ bi thaman ajil),

2. ljarah muntahiyah bi al-tamlik, musharakah, dan

3. Mudarabah.

Namun untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan
juga akad pelengkap yang berupa akad-akad tabarru’. Jadi, akad pelengkap ini
tidak ditujukan untuk mencari keuntungan Namun, dibolehkan untuk meminta
pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.?> Akad-

akad yang dimaksud antara lain hiwalah, rahn, gardh, wakalah, dan kafalah.

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang akad gardh dan murabahah

yang berkaitan dengan topik penelitian.

! Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Figih dan Keuangan, cet. VIII (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2011), 97.

2 1bid., 104-105.
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A. Utang Piutang (Qardh)

1. Pengertian Utang Piutang(Qardh)

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah al-
dayn (jamaknya al-duyun) dan gardh. Dalam pengertian yang umum,
utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang
dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih

dinamanakan mudayanah dan tadayun.’

Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim
dalam fikih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah gardh.Secara
bahasa, gardh berarti al-gath. Harta yang diberikan kepada orang yang
meminjam (debitur) disebut gardh, karena merupakan “potongan” dari

harta yang memberikan pinjaman (kreditur).*

Secara istilah, menurut Hanafiyah gardh adalah harta yang memiliki
kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan
kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang
memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang

sepadan dengan itu.’

Sayyid Sabig memberikan definisi sebagai berikut :

ez Jw j;@uy/ WML@MQ 2 Nk ;,af

%Ghufron A. Masadi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
169.

* Wahbah az-Zuhaili Figh Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5 (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 373.

*Ibid, 374.
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Qiradh ialah harta yang diberikan seseorang pemberi giradh kepada
orang yang digirad}kan untuk kemudian dia memberikannya setelah
mampu.

Menurut Ismail Nawawi, utang (gardhu) ialah menyerahkan uang
kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta
pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang
membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan,
“Pinjaman untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan
hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada
waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan gardhu

(pinjaman) uang kepada orang tersebut.’

Menurut Hassan Saleh, gard (utang piutang) adalah penyerahan
harta berupa uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang

sama.®

Syafi’i Antonio mendefinisikan, gardh adalah pemberian harta
kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan
kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature
figih Kklasik, gardh dikategorikan dalam aqd tathawwu i atau akad saling

membantu dan bukan transaksi komersial.®

®Sayyid Sabig, Figih Sunnah, Jilid 13, terj. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Al-ma’arif, 1997),
129.

"Ismail Nawawi, Figih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Cet.1, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), 178-179.

® Hassan Saleh, Kajian Figh Nabawi & Kontemporer, Ed.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 389.

® Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani,
2001), 131.
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa utang-
piutang (qardh) adalah suatu akad antara kedua belah pihak, di mana pihak
pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk
dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus
dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Dalam hal
utang piutang, harus ada satu pihak yang memberikan haknya kepada
orang lain, dan ada pihak lain yang menerima haknya untuk ditasharufkan.
Sedangkan pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang

dengan nilai yang sama.

Dasar hukum utang piutang(gardh)
Adapun dasar penentuan hukum utang piutang (gardh) terdapat
dalam al-Quran, as-Sunnah maupun ijma’, yaitu sebagai berikut :

a. Landasan al-Quran

Al-Bagarah ayat 245
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“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki)
dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Al-Hadid ayat 11
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“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu
untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Taghabun ayat 17
/;}/}/,a' ,7//’/‘/}5 8z z, L -E7 2 -2
(D) Joed> s bl ;'"jvﬁmbwuﬁwlyﬁol

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik,
niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan
mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha
Penyantun.”

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan
utang piutang(gardh) kepada orang lain dan imbalannya akan
dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi mugridh(orang yang berpiutang),
Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan
kepada orang lain dengan cara memberikan utang. Dari sisi muqtaridh
(orang yang berutang), utang bukan perbuatan yang dilarang
melainkan dibolehkan dengan tujuan untuk memanfaatkan barang
maupun uang yang diutangnya dalam rangka memenuhi kebutuhan
hidupnya danakan mengembalikan sama seperti yang telah

diterimanya.™®

b. Landasan as-sunnah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda:

ﬁl,mg,;&zjg,;:ﬁg;w;l;mduags 3 éjs}idig,;
525 5, wld o % e AR M B B0 S e
3V GBI g e A Gl G e B

10 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Azzam, 2010), 275.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda:
Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan
dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari
kiamat; dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada
orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan
memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan
barangsiapa yang menutupi ‘aib seorang muslim di dunia dan

akhirat” !

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, bahwa Nabi Saw bersabda:

oA ki e s 06 Jlog e A T (I O sphns o 2

O 1\

S B DI i U ke
Artinya: “ Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi Saw
bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman
kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu Kkali.
(HR. Ibnu Majah)*?

Dari hadith-hadith di atas dapat dipahami bahwa qardh

merupakan perbuatan yang dianjurkan, dimana seseorang Yyang

melakukannya akan diberi imbalan oleh Allah. Hadith pertama

menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan maupun

pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan

pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan hadith kedua

menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua Kkali

nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Dengan ini

sudah jelas bahwa gardh merupakan perbuatan yang terpuji karena

bisa meringankan beban orang lain.

c. Ijma’ ulama

“1bnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Vol. 111, (terj) H. Abdullah Son Haji (Semarang: As-Syifa’,

1993), 629-630.
21hid, 236-237.
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Ijma’ ulama menyepakati bahwa utang piutang (qardh) boleh
dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak
bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada
seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh
karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari
kehidupan di dunia ini dan Islam adalah agama yang sangat

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.*?
3. Rukun dan syarat utang piutang (gardh).

Dalam suatu transaksi utang piutang (gardh) akan menjadi sah
apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut Hanafiyah, rukun gardh

hanya satu yaitu ijab dan gabul.
Sedangkan menurut jumhur fugaha, rukun gardh adalah:

a. ‘Aqid atau orang yang melakukan akad. Orang yang melakukan akad
gardh terdiri dari mugridh atau orang yang menghutangi, Yaitu
pemilik uang maupun barang dan mugtaridh atau orang yang
berhutang, yaitu orang yang mendapat uang maupun barang.

b. Mauqud ‘alaih, yaitu uang atau barang yang dipinjam.

c. Sighat, yaitu ijab dan gabul.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, syarat akad gardh jika diuraikan

satu persatu adalah sebagai berikut:

a. ‘Aqid

13 |smail Nawawi, Figih Muamalah Klasik dan Kontemporer..., 178.
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Untuk ‘agid, baik muqgrid maupun mugtaridh disyaratkan harus
orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul
ada. Oleh karena itu gardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang
masih di bawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan
persyaratan untuk mugtarid}, antara lain:

1) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru’.

2) Mukhtar (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk mugqtarid} disyaratkan harus memiliki ahliyah
atau kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti baligh, berakal

dan tidak mahjur ‘alaih.™

b. Mauqud ‘alaih
Menurut Hanafiyah yang menjadi objek akad dalam gqardh
haruslah mal mithli seperti barang-barang yang ditakar (makilat) dan
ditimbang (mauzunat), barang-barang yang di hitung (ma’dudat).
Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta
apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan
harta gimiyat seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.*
Menurut Ahmad Azhar Basyir, agar utang piutang menjadi sah,
maka barang yang dijadikan objek dalam hutang piutang harus
memenuhi beberapa syarat :
1) Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan

penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.

1% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 278.
15 Wahbah az-Zuhaili>,Figh Isla>m wa Adillatuhu..., 379.



30

2) Dapat dimiliki.
3) Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.

4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.'®

Dalam perjanjian utang piutang juga perlu dicatat atau ditulis
terkait besar harta yang dijadikan obyek utang piutang. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Bagarah ayat 282 :

€ 2P T S ST Loz e s RIS 2
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menulisknnya dengan benar janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengaj arkannya”.17

-
<
)

Pencatatan ini disyaratkan demi kebaikan bersama, bagi
pemberi hutang dapat menuntut pihak yang berhutang untuk melunasi
hutangnya, dan bagi orang yang berhutang diberi kepastian dan
jumlah harta yang masih dia tanggung untuk dilunasi. Sehingga yang
diharapkan adalah timbulnya sebuah kepastian akan hutang piutang

tersebut.

c. Sighat (ijab dan gabul)
Sighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad
berupa ijab dan gabul. ljab adalah pernyataan pertama yang

dinyatakan oleh salah satu dari seseorang yang berakad yang

*Ahmad Azhar Basyir,Azaz-Azaz Hukum Muamalah, (Jogjakarta : Pn. Fakultas Hukum Univertas
Islam, 1990), 44.
" Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya..., 482.
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mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan akad,
sedangkan gabul adalah keadaan dimana pihak yang lain menerima

akan pernyataan pihak pertama.®

ljab bisa menggunakan lafal gardh (utang atau pinjam) dan salaf
(utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan.
Contohnya: "saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan
anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya. Penggunaan
kata milik bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan

pemberian utang yang harus dibayar.™

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan gabul, yaitu

sebagai berikut:

1) ljab dan gabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh
pihak yang melakukan akad.

2) Antara ijab dan gabul harus bersambung dan berada ditempat
yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada ditempat
yang sudah diketahui oleh keduanya.?

3) Antara ijab dan gabul harus sesuai.

4. Hukum utang piutang (qardh)

18 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Perdana Kencana Medis, 2005),

63.

19 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat..., 279.
20 Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 52.
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Dalam ajaran Islam, utang piutang adalah muamalah yang
dibolehkan karena bisa membantu meringankan beban orang lain yang
kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akad utang piutang merupakan akad tabarru’ yang dimaksudkan
untuk tolong-menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha
dari Allah SWT yang bukanlah merupakan salah satu sarana untuk
memperoleh penghasilan dan bukanlah salah satu sumber keuntungan bagi
yang berpiutang. Oleh karena itu, semua ulama sepakat bahwa diharamkan
bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia

berikan ketika mengembalikannya.**

Menurut madhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat (rajih)
menyatakan bahwa qardh yang mendatangkan keuntungan hukumnya
haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya, jika tidak
disyaratkan dan bukan kebiasaan atau tradisi yang biasa berlaku, maka
diperbolehkan.?®

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad gardh yang
mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Dan haram hukumnya
mengambil manfaat dari harta peminjam, seperti naik kendaraan atau
makan di rumah muqtarid, jika dimaksudkan untuk membayar utang
muqgridh bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan

hadiah kepada mugridh jika dimaksudkan untuk menyicil utang.?

2! Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah..., 156.
22 \Wahbah az-Zuhaili,Figh Islam wa Adillatuhu.. ., 380.
2% Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah..., 156.
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Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa gardh yang
mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan
seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau
dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang
lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu. Akan tetapi berbeda
bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berhutang
sebagai tanda terima kasih dan balas jasa atas utang yang diterimanya,
sehingga yang demikian itu bukanlah riba dan dibolehkan serta menjadi
kebaikan bagi pemberi utang yang terhitung sebagai husnu al-gada
(membayar utang dengan baik). Sebagaimana yang terdapat dalam hadith:

Juss o wle B Jo 00 &5 J6 2 B L A s 02
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“Dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata : Aku telah datang menghadap
Nabi Saw. Sedang beliau sholat dua raka’at, lalu beliau bersabda :
“Sholatlah dua raka’at”, padahal beliau berhutang kepadaku, kemudian

setelah itu beliau membayar kepadaku dan beliau menambahkan
bayaranya kepadaku”. (HR. Bukhari dan Muslim)**

Akad utang piutang (qardh) diperbolehkan dengan dua syarat:*

a. Tidak mendatangkan keuntungan. Jika keuntungan tersebut untuk
pemberi pinjaman, maka para ulama bersepakat bahwa itu tidak
diperbolehkan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan.
Dan jika untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat
dibutuhkan. Namun ada perbedaan pendapat dalam mengartikan

“sangat dibutuhkan”. Utang piutang (qardh) boleh dilakukan ketika

24 LLabib MZ, S}ohi>h Bukho>ri>, terj. Labib Mz & Muhtadim, (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 227.
2% \Wahbah az-Zuhaili>,Figh Isla>m wa Adillatuhu..., 382.
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ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman diperjalanan. Boleh
juga akad piutang (gardh) bila si peminjam saja yang diuntungkan
seperti adanya kelaparan yang melandanya atau jual beli biji-bijian
yang sudah dimakan hewan ngengat lebih murah bagi peminjam
karena itu mahal di pasaran.

Akad utang piutang (gardh) ini tidak dibarengi dengan transaksi lain

seperti jual beli dan lainnya.?

5. Fatwa MUI tentang gardh

Fatwa MUI tentang gardh diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.

19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur tentang ketentuan umum, sanksi,

sumber dana, serta ketentuan lainnya.

Adapun ketentuan umum tentang gardh meliputi:
Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah
(mugtaridh) yang memerlukan.
Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima
pada waktu yang telah disepakati bersama.
Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang
perlu.
Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

®1hid, 382.
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f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh
kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah
memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

1) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

2) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya

Sedangkan ketentuan mengenai sanksi dalam pelaksanaan gardh

meliputi:

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan
sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-
mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1
dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.

c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi

kewajibannya secara penuh.

Dalam fatwa DSN, disebutkan bahwa dana al-Qardh dapat

bersumber dari:

a. Bagian modal LKS;
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran

infagnya kepada LKS.

Selain itu disebutkan juga mengenai ketentuan-ketentuan lain yang

meliputi:
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a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

B. MURABAHAH
1. Pengertian murabahah
Murabahah merupakan salah satu sistem akad jual beli. Secara
bahasa, murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan
berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, terdapat berbagai
definisi mengenai konsep murabahah yang berbeda-beda, diantaranya:

a. Murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan sebesar
harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati
bersama dengan pembayaran yang ditangguhkan satu bulan atau satu
tahun.”’

b. Murabahah adalah suatu kontrak penjualan dengan kenaikan atas

harga yang disetujui oleh dua pihak.?

2T Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 37.

?8 VVeithzal Rivai et al., Islamic Transaction Law in Business, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 257.
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c. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan
pembeli.?®

d. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang
mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang
biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga
pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang
tercermin dalam harga jual.*

e. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual
menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan
tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.*

Berdasarkan pada beberapa uraian tentang pengertian murabahah di
atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah salah satu bentuk akad
jual beli suatu barang yang mengharuskan penjual menyatakan harga
pokok barang ditambah keuntungan yang diinginkannya kepada pembeli,
disertai dengan kesepakatan pembayaran yang ditangguhkan sesuai dengan
waktu yang telah disepakati bersama.

Akad ini merupakan salah satu natural certainty contracts, karena

dalam murabahah  ditentukan berapa required rate of profit-nya

2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Figih dan Keuangan, cet. VIlI(Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2011), 113.

%0 |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91.
3! Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 82.
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(keuntungan yang ingin diperoleh).**Murabahah  dalam praktiknya
menekankan adanya pembelian suatu barang berdasarkan permintaan
konsumen.

Murabahah berbeda dengan jual beli musawwamah.**Dalam jual
beli musawwamah terdapat proses tawar-menawar antara penjual dan
pembeli untuk menentukan harga, penjual juga tidak menyebutkan harga
beli dan keuntungan yang diinginkannya. Sedangkan dalam murabahah
penjual harus menjelaskan harga beli dan margin yang diinginkan kepada
pembeli.

2. Dasar hukum murabahah
Dasar hukum murabahah diantaranya adalah firman Allah dalam

Surat al-Bagarah ayat 275 sebagai berikut ini.

e el dzsg el S5i; S N yasis ¥ 1,1;;JT ooleml il
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“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali

%2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam..., 113.
%%Jual beli musawwamah adalah jual beli biasa.
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(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.”

Surat al-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

588 ol ¥ Jkdl (gész_\_u Sl Blest ¥ 1501 il G
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” (QS. al-Nisa: 29)

Selain ayat-ayat al-Quran tersebut, dasar hukum murabahah juga

05 \\

disebutkan dalam beberapa hadith di bawabh ini.
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“Dituturkan dari Rifa‘ah ibn Rafi’ r.a., bahwa Nabi saw. pernah ditanya,
‘Pekerjaan (profesi) apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘Pekerjaan
seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang
bersih”.**(HR. Bazzar dan Hakim).
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“Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw.melarang jual beli
dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara
lain yang mengandung unsur penipuan.®® (HR. Muslim, Nomor: 2783)

*Ibid., 83.

% <Abdullah bin Muh}ammad bin Ibrahim bin Uthman bin Khawasiti al-Abbash, Kitabu al-
Musnaf fi al-Ahadith wa al-Athar, jilid 4, cet. | (Riyad: Maktabah al-Rusd, 1409 H), 554.
%®Al-lmam Muslim bin al-Hajjaj al-Qashayri al-Naysaburi, Sahih Muslim, juz 5 (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Tlmiyah, 1994), 317-318. Lihat juga Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Surah al-
Tirmidhi, Al-Jami ‘ al-Sahih; Sunan al-Tirmidhi, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Tlmiyah, 1994), 16-17.
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Berdasarkan hasil ijma’ para ulama menyatakan bahwa murabahah
boleh dilaksanakan dan diterapkan dalam prakti jual beli.*” Dalam kaidah

figh juga terdapat kaidah yang berbunyi:

o o

a2 s I Y iy Al

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalahboleh dilakukankecuali ada
dalil yang mengharamkannya.”>®

Kaidah di atas menegaskan bahwa pada dasarnya semua bentuk
muamalah itu boleh sampai ada dalil-dalil tertentu yang
mengharamkannya. Jadi, murabahah boleh hukumya menurut kaidah ini
karena murabahah juga merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak

kegiatan bermu ‘amalah.

Di Indonesia ketentuan tentang murabahah diatur dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia Nomor: 04/DSN-

MUI1/2000 tentang Murabahah .
3. Rukun dan syarat murabahah

Syarat dan rukun murabahah pada dasarnya sama dengan syarat dan
rukun jual beli pada umumnya, yaitu penjual (bai‘), pembeli (mushtari),
barang (mabi 9), dan sighat dalam bentuk ijab gabul.** Adapun rukun yang

membedakan murabahah dengan jual beli pada umumnya adalah harga

%"Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah.

%8 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih,cet. | (Jakarta : Kencana, 2007), 130. Lihat juga, Moh. Adib
Bisri, Terjemah al-Faraidul Bahiyyah Risalah Qawaid Figh, (Kudus : Menara, 1977), 11.

% Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 88.
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(thaman), yaitu nilai jual barang berdasarkan mata uang. Selain itu,

murabahah dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat berikut ini.

a. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh
berupa barang ribawi.

b. Akad jual beli pertama harus sah. Jika tidak, maka transaksi jual beli
kedua hukumnya fasid/rusak dan akadnya tidak sah.

c. Penjual tidak boleh berhianat.*°

d. Pembeli harus mengetahui harga pokok barang, karena akad ini
berdasarkan pada kejelasan informasi tentang harga beli. Jadi, jika
harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli dan ia telah meninggalkan
majlis, maka akad jual beli tersebut dinyatakan batal.

e. Adanya kejelasan margin yang diinginkan oleh penjual. Dalam
murabahah , margin juga merupakan bagian dari harga, karena harga
pokok ditambah margin merupakan harga jual, dan mengetahui harga
jual merupakan syarat sahnya jual beli.**

f. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus
merupakan barang mithli.*

4. Ketentuan umum murabahah
Murabahah dalam perbankan syariah biasanya dikenal dengan

pembiayaan murabahah . Dalam hal ini murabahah diartikan sebagai

%0 1smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan..., 93.

*1 Wahbah al-Zuhayli, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5 (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 358-359.

2 Barang mithli merupakan barang yang memiliki padanan di pasaran, artinya barang tersebut
merupakan barang yang memiliki banyak jenis di pasaran sehingga mudah ditemukan.
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transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah. Pada perjanjian ini
bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan
membeli barang itu dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada
nasabah dengan menambahkan suatu keuntungan. Adapun tambahan biaya
(keuntungan) tersebut dirundingkan dan ditentukan diawal perjanjian.®

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan.

Dalam Penjelasan Pasal 19 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa murabahah
adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih

sebagai keuntungan yang disepakati.**

Berdasarkan teori di atas dapat digambarkan bahwa praktik
murabahah di perbankan syariah adalah sebagai berikut. Nasabah datang
mengajukan pembiayaan atas sebuah barang atau aset dengan Kriteria
tertentu, pada tahap ini terjadilah negoisasi dan persyaratan yang harus
dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian bank memesan barang kepada
supplier sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh nasabah. Setelah
barang tersebut resmi menjadi milik bank kemudian terjadi kontrak jual

beli antara nasabah dengan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan

3 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 64.
4 Penjelasan Pasal 19 huruf ¢ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.
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kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan

kesepakatan.*

Nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan harus
memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu syarat subjektif harus berumur 21
tahun atau telah/pernah menikah, sehat jasmani dan rohani. Objek
murabahah juga harus tertentu dan jelas serta merupakan milik yang

penuh dari pihak bank.*

C. TAKE OVER
1. Take over dalam lembaga keuangan syariah

Salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non
syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
Dalam hal ini, atas permintaan nasabah, bank syariah melakukan
pengambilalihan hutang nasabah di Lembaga Keuangan Konvensional
(LKK) dengan memberikan jasa hiwalah atau dapat juga menggunakan
gardh. Disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang

tersebut.

Take over yang demikian itu diatur oleh Dewan Syariah Nasional

dalam fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/V1 tahun 2002 yang disebut

*> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,(Jakarta: Gema Insani, 2001),
102.

% Adrian Sutedi, Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), 123.
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juga dengan pengalihan hutang. Take over yang dimaksud adalah proses
pemindahan kredit nasabah di LKK menjadi pembiayaan dengan prinsip

jual beli yang berdasarkan syariah.

Dalam lingkup perbankan syariah, yang dimaksud dengan
pembiayaan take over (pengalihan hutang) adalah pembiayaan yang
timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang
telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan

nasabah.*’

Menurut Adiwarman A. Karim, dalam pembiayaan berdasarkan
take over ini, LKS mengklasifikasikan hutang kepada Lembaga Keuangan

Konvensional (LKK) menjadi dua macam, yaitu :

a. Hutang pokok plus bunga, dapat menggunakan akad gardh karena
alokasi penggunaan akad gardh tidak terbatas, termasuk untuk

menalangi hutang yang berbasis bunga.

b. Hutang pokok, dapat menggunakan akad hiwalah atau pengalihan
hutang karena hiwalah tidak bisa digunakan untuk menalangi hutang

yang berbasis bunga.*®

Akad gardh dan hiwalah digunakan untuk melunasi hutang nasabah
kepada LKK, kemudian langkah berikutnya LKS dapat melakukan akad

baru dengan nasabah menggunakan akad yang sesuai dengan pembiayaan

" Adiwarman A. Karim, Bank Islam : Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), 248.
“® Ibid., 249.
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yang telah dialihkan tersebut. Untuk pembiayaan KPR, bank bisa juga
mengikat nasabah menggunakan akad IMBT (ljarah Munntahiya bit
Tamlik) agar menghindari terjadinya bai’ al-inah yang merupakan salah

satu akad jual beli yang dilarang dalam syariah.
2. Tujuan take over

Seiring dengan perkembangannya yang semakin pesat, perbankan
syariah juga menyediakan jasa take over untuk para nasabahnya. Dengan
adanya take over tersebut, para nasabah yang sudah terlanjur melakukan
pembiayaan di LKK dan memiliki keinginan untuk tersbebas dari riba,

bisa memindahkan pembiayaan tersebut melalui take over.

Bank syarah berusaha memberikan fasilitas kepada masyarakat yang
ingin memindahkan transaksinya agar sesuai dengan prinsip Syariah
sehingga bisa terbebas dari riba. Jadi take over bertujuan untuk membantu
masyarakat dalam pengalihan transaksi non syariah yang telah berjalan

menjadi transaksi yang berbasis syariah.

3. Sebab terjadinya take over
Take over di suatu bank bisa terjadi karena hal-hal berikut ini.
a. Suku bunga bank konvensional yang fluktuatif membuat angsuran
nasabah menjadi tidak menentu.
b. Kekecewaan nasabah terkait dengan laporan pembayaran angsuran
yang diberikan oleh LKK yang ternyata setiap membayar angsuran

pada awal-awal perjanjian sebagian besar hanya membayar bunganya
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saja, sedangkan untuk pokoknya hanya sedikit sekali sehingga
outstanding pokok turunnya tidak signifikan. Berbeda dengan di bank
syariah, setiap pembayaran angsuran antara pembayaran pokok
dengan pembayaran margin hamper seimbang sehingga penurunan
outstanding pokok pembiayaan signifikan.

Kesadaran nasabah bahwa sistem bunga bank hukumnya haram.



